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BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERA.Tl/RAN BUPATJ REJANG LEBONGi 
NOMOR ,-3 TAHUJI' 2018 

TENTANO 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUOAS DAN F'UNGSI SERTA 
TATA KERJA OINAS PEMUOA DAN O1..AHRAOA KABUPATEN REJANO LEBONO 

Menimbang 

Mengingat 

OENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPAT1 REJANG LEBONG, 

bahwa untuk mcla.ksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
dan Pasal 4 ayat (I ) Peraturan Oaerah Kabupaten Rejang Lebong 
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Pcrangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Oaerah Kabupaten Rejang Lebong 
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pcmbcntukan dan Susunan Pcrangkat Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong, perlu menetapkan Peraturan Bupali tentang 
Kedudukan, Susunan Orga.nisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 
Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupatcn Rejang Lcbong. 

I. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1967 t,enta.ng Pembentukan 
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan. Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-~ ndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
· Pembentukan Peraturan Perundang-u_ndangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 II Nomor 82, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 
52341; 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
ka1i te('Ell<hir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undan;g•Undang Nomor 23 
Tahun 20l4 1entang Pemcrintahan Oacrah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tarn bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 



Menetapkan : 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang 
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi 
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2854); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan MenteJi Dalam Negerl Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 LS Nomor 2036); 

8. Peraturan Menterl Pemuda dan Olahrt\ga Nomor 33 Tahun 
2016 tcntang Pedoman Nomenklatu r Perangkat Daerah dan 
Unit r<erja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486); 

9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pcmbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Rej ang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraruran 
Oaerah Nomor 2 Tahun 2018 tcntang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 
20 16 ten tang Pembentukan dan Susunan Pe.rangkat Daerah 
Kabu paten Rejang Le bong (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPA1'1 1'ENTANG KEOUOUKAN, SUSUNAN 
OROANlSASJ, TUOAS DAN FUNOSI, SERTA TATA KERJA DINAS 
PEMUDA DAN OLAHRAOA KASUPATEN REJANO i,EBONO 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud deng,,n : 
I. Daerah adalah Kabupatcn Rejang Le bong. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas~luasnya daJam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik fndonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagru unsur penyclenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang meojadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah SupatJ Rej ang Lc:bong. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 
dinas daerah, Jcmbaga teknis daerah, kecamatan, dan kclurahan. 

6 , Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 
7. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahmga Kabupaten 

Rejang Lebong. 
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga 

Lebong. 
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9. Sekreta.riat, Bidang, Seksi , S ub Bagian, Unit Pelak.sana Teknis adalah 
Sekreta.riat, Bidang, Seksi, Sub Baglan, Unit Pelaksana Teknis pad a Dinas 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong. 

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
lnd.onesia yang memenuhi syarat tertentu , diangkat sebagaJ Pegawai ASN 
secara tetap oJeh pejabat pembina kepcgawruan untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

I 1. Jabatan F'ungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan fungsionaJ yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterarnpiJan terte.ntu. 

12. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menurtjukkan tugas, 
Ulnggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pe-gawai Negeri Sipil dalam 
rangka memimpin suatu satuan organjsasi negara. 

BAB ll 
KEDUDUKMI 

Pasal 2 

Oinas Pemuda dan Olahraga Tipe B merupakan unsnr. pelaksana urusan 
pemerintahan bidang kepemu.daan dan olah.raga yang djpimpio oJeh Kepaltl Dinas. 

Pasal 3 

(I ) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai rugas membantu B upati dalam 
melaksanakart uru san pemerint.a.hru, bidang kepemudna.n dan o1ahraga yang 
rnenjadi kewenangan Oaerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada 
Daerah. 

(2) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tuga$ sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l ) menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. pelaksa.naa.n kebijakan sesuai dengan lingkup tu.gasnya; 
c . pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
d. pelaksanaan administrasi d inas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 
c. pclaksanaan [ungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 

dan furtgsinya. 

BAB IJl 
SUSUNAN OROANISASI 

Pasal 4 

Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari : 
a. KepaJa Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Layanan Kepemudaan; 
d. Bidang Pembudayaan Oiahraga; 
e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; 
r. Unit Pelaksana Teknis; dan 
g. Kelompok Jabatan f'ungsional. 

Pasal 5 

( I) Dinas Pemuda dan Olabraga scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 hurur a, 
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawab dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sckrctaris Dacrah . 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dipimpin o leh 
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. _ 
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(3) Bidang sebagaimann dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, d dan e dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang bcrada dibawah dan bcrtanggung jawab kepada Kepala 
Dinas melalui Sekrctaris. 

(4) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf r dipimpin 
?ieh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung 
Jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekrctaris. 

BABIV 
TUGAS DAN FUNGSl 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

Pasal6 

{ !) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 
u rusan pemcrintahan kcpemudaan dan olahraga yang mcojadi kewcnangan 
Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Kepala Dinas 
mempunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang kepemudaan dan 

olahraga; 
b. pelaksanaan program dan kegiatan dJ bidang kepemudaan dan olahra,ga; 
c. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kepemudaan 

dan olahraga; 
d. pelaksanaan pengendalian terhadap pclaksanaan program dan kegiatan di 

bidang kepemudo.nn dn..n olahraga; 
e. pclaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas; 
f. pela.ksanaan pembinaan teknis dM adminlstratit pada Unit Pelaksana 

Teknis Dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Oinas; 
g. pelaksanaan monftoring serta mengevaluasj pelaksanaan tugas bawahan 

agar sa6aran dapa.t dicapai sesuai dcngan program kerja d.an ketentuan 
yang berlaku; 

h. menyampaikan laporan basil eva.luasi, S.."Uall dan pertimbangan dibidang 
tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan 

i . pelaksanaan fungsi tain yang diberikan o1eh Bupati terkait dengan tugas 
dan fungsinya. 

Bagian Ked ua 
Sekretariat 

Pasal 7 

( I) Sekretariat mempunyai tugas menyusun program kerja, mengelola urusan 
keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga. perlengkapan, 
dokumentasi dan inforrn.asi, pcngkoordinasian idenlifikasi produk hukum 
dacrah scrta menginventarisir pennasalahan kelembagaan sesuai dengan 
ketcntua.n peraturan perundang-undangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat (I), Sekretariat 
mempunyai fungsi: 
a. pengoordinasian kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga di dacrah; 
b. pengoordioasian dan penyusunan rencana dan program Dinas; 
c. J)embinaan dan pemberian layanan adrninistrasi Dines yang metiputi 

ketatausahaan, SOM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan 
dokumentasi Dinas; 

d. pembinaan dan penyetenggaraan organisasl dan tata laksana, kerjasama 
dan hubungan masyarakat; 

e. pengoordinasian dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas; 
r. penyelcnggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan ncgara/daerah; dan 
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g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch KepaJa Dinas terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 

Pasal8 

( I) Sekretariat, terdiri dari: 
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan 
b. S ub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala S ub 
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jaw ab kepada Sekretaris. 

Pasal9 

(I) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayal (11 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan program, 
kcuangan sorta penataan organisasi dan tata laksana. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( I), Sub Bagian 
Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi : 
a . peny iapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; 
b. pelaksanaan adm.inistrasl keuangani 
c. pelaksanaan evaluasi dan. pcni1aian kinerja; 
d. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; 
e. penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga; dan 
r. pelaksanaa.n fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

Pasal 10 

( I) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 8 
ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan administra.si umum, 
admjnis trasi kepegawaian, pengeloJaan barang milik negara/daerab serta 
pengelolaan kcrumahtanggaan dan ketatau.sahaan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Sub Bagian 
Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 
a. penyiapan dan petaksanaan koordinasi teknis administrasi umum; 
b. pelaksa naan pembinaan, pengendalian serta administ.Tasi urusan 

kepegawaian; 
c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan barang milik 

negara/ daerah; 
d. pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan; 
c. peJaksanaan hubung-an masyarakat dan sistcm infonnasi; dan 
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

Bagian Ketiga 
Bidang Layanan Kepemudaan 

Pasalll 

(I) Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas menyiapkan rumusan 
kebijakan, koordinasi, bimbingan tekni.s, pembinaan dan pengembangan, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang layanan kepemudaa.n. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ, Bidang 
Layanan Kepemudaan mempunyai rungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan 

pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda; 
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan 

pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda; 
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c. penyusunan nonna, standar, prosedur dw, kriteria di b idang pemberdayaan 
pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur pemuda; 

d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembcrdayaan 
pemuda, da,n i.n(rastruktur kcmitraan pemuda; 

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan 
pemuda, pengembangan pcmuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda; 

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, 
pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda; 

g. pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaan; dan 
h . pelaksanaan fungsi Jain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Pasal 12 

()) Bidang Layanan J(epemudaan, tcrdiri dari: 
a. Seksi Pemberdayaan Pemuda; 
b. Seksi Pengembangan Pemuda; dan 
c. Seksi lnfrastruktur dan Kernitraan Pemuda. 

(2) Seksi sebagaimana d imaksud pada ayat (l) dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

Pasal 13 

(I) Seksi Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (!) 
huruf a, mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, 
bi.mbingan teknis1 pembinaan dan pengembangan, monitoring, evaJuasi dan 
pelaporan bidang layanan kepemudaan lingkup u.rusan pemberdayaan pemuda. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 
Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi : 
a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pemberdeyaan pemuda; 
b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

pemberdayaan pemuda; 
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan .kriteria di bidang 

pemberdayaan pemuda; 
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis da.n supervisi di bidang 

pcmberdayaan pemuda; 
c. pemantauan, analisis, evaJuasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di 

bidang pcmbcrdayaan pemuda; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Pasal 14 

(1) Seksi Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 
huruf b, mempunyai tugas menyiapkan rumusan kcbijakan, koordinasi, 
bi.mbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan bidang Layanan kepemudaan lingkup urusan pengembangan 
pemuda. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (JI, Seksi 
Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi : 
a. penyiapan perumusan kebija.kan fasilitasi di bidang pcngembangan 

pemuda; 
b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kcbijakan di bidang 

pengembangan pemuda; 
c. penyiapan penyusunan nonna, standar, prosedur dan kriteria di bida.ng 

pengembangan pemuda; 
d . penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pengembangan pemuda; 
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e. pemantauan, nnalisis, evaluasi dan :pelaporan pelaksanaan kebijakan di 
bidang pengembangan pemuda; dan 

r. pelaksanaan fungsi lain yang dibcrikan oleh Kcpala Bidang terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 15 

(I) Seksi lnfrastruktur dan Kemitraan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 ayat (1) huruf c, mempunyai tuga.s menyiapkan rumusan kebjjakan, 
koordinasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, monitori.ng, 
evaJuasi dan pelaporan bidang layanan kepemudaan Jingkup urusan 
i_n_frastruktur dan kemitraan pemuda. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Seksi 
Infrast.niktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai fungsi: 
a . penyiapan perumusan kebjjakan fas.ilitasi di bidang infraslruktur dan 

kemitraan pemuda; 
b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

infrastruktur dan kem.itraan pemuda; 
c . penyiapa.n penyusnan norm.a, standar, prosedur dan kriteria di bidang 

infrastruktur dan kemitraan pemuda; 
d. penyiapan pembcrian bimbinga.n tcknis dan supervi~i di bidan,g 

infrastru_ktur dan kemitraan pemuda; 
e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di 

bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda; dan 
r. pelaksanaan rungsi lain yang dibcrikar., oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungslnya. 

Bagian Keem:pat 
Bidang Pembudayaan Olahraga 

Pasal 16 

(II Bidang Pembudayaan Olahrae,, mempunyai tugas menyiapkan f\lmusan 
kebijakan, koordinasi, bimbingan teknia, pembinaan dan pengembangan, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pcmbudayaan olahraga. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan 

pengelolaan pembinaan sentra ola hraga, pengelolaan olahraga rekreasi, 
pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, scrta kemitraan 
dan penghargaan olahraga; 

b. pcngkoordiaasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebjja.kan di bidang 
pengelolaan olahraga pcndidikan dan pcngelolaan pemb[naan dan 
pengclolaan pcmbinaan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, 
pcngelolaan olahraga rckreasi, pengembangan olahraga tradisional dan 
layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan oJahraga; 

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan )criteria di bidang pengelolaa.n 
pcmbinaan sentra olahraga, pengeloJaan o.lahraga ttkrcasi, pengcmbangan 
olahraga tradisional dan layanan khusus, sena kemitraan dan penghargaan 
olahraga; 

cL pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan 
pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan 
olahmga tradisional dan layanan khusu:s, serta kemitra.an da.n penghargaan 
olahraga; 

e. pemberian bimbingan teknis dan s upervisi di bidang pengelolaan 
pembinaan sentra olahra_ga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan 
olahraga tradisional dan Jaye.nan khusus, serta kemitraan dan penghargaan 
olahraga; 
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f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pembinaan 
sen~~ olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengcmbangan olahraga 
trad1s1onal dan layanan khusus, serta kemitraa:n dan penghargaan 
olahraga; 

g. pelaksanaan administrasi bidang pernbudayaan olahraga; dan 
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberil<an oleh Kcpala Dinas terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Pasal 17 

(I) Bidang Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri dar!: 
a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga; 
b. Seksi Olahraga Relcreasi, Tradisional dan Layanan Khwsus; dan 
c. Seksi Kerrutraan dan Penghargaan Olahraga. 

(2) Scksi sebagaimana dimaksud pada ayat (II dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

Pasal 18 

(I) Seksi Olahraga Pendidikan dan Scntra Olahraga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasa.1 17 ayat (IJ huruf a, mempunyai tugas mcnyiapkan: rumusan kebijakan, 
koordinasi, bimbtngan te.knis, pembinaan dan pengembangan, monitoring, 
evaluasi da.n pelap0ran bidang pcmbudayaan olahraga linglrup u.rusan olahraga 
pendidikan dan sentra olahraga. 

(21 Untuk mclaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Seksi 
Olal1rago Pend idiknn do.n Sentra Olnhrnga mcmpunylU fu.ng,gi : 
a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga 

pcndidikan dan pernbinaan sentra olahraga; 
b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga; 
c. penyiapan penyusuna.n norma, standar. prosedur dan kriteria di bidang 

pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga; 
d. pcnyiapan pcmberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengclolaan 

olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga; 
e. pemantauan, analisis, cvaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebija.kan di 

bidang pengcJolaan olahraga pendidika.n dan pembinaan sentm olahraga; 
dan 

f. pelaksanaan rungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 
lUgas dan fungsinya. 

Pasal 19 

(1) Seksi Olahraga Relcreasi, Tradisional dan Layanan Khusus sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (IJ huruf b, mempunyal tugas menyiapkan 
rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis. pcmbinaan dan 
pengembangan, monitoring, evaluasi dan pclaporan bidang pembudayaan 
olahraga lingkup urusan olahraga relcreasi, tradlsional dan la.vanan khusus. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (11, Seksi 
Olahraga Rckreasi, Tradislonal dan Layanan Khusus mempunyai fungsi : 
a . penyiapan perumusan kebljakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga 

rekreasi, tradisional dan layanan khusus; 
b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelak~1.naao kcbijakan di bidang 

pengelolaan olahraga rckrcasi, tradisionaJ dan laya.nan khusus; 
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang 

pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus; 
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi d i bidang pengelolaan 

olahraga rekreasi, trad.isional dan Jayanan khusus; 
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e. ~mant.auan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di 
b1dang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan Daya.nan k.husus; dan 

r. pelaksanaan rungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang tcrkait dcnl!IU' 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 20 

(I) Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (I ) h u rur c, mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, 
koordinasi , bimbingan teknis, pembinaan dan pengcrnbangan, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan bidang pembudaynan olah raga lingkup unisan 
kemitraan dan penghargaan olahraga. 

(2) Untu k melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Seksi 
Kemitraru, dan Penghargaan OJahraga mempunyai fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kcmitra8J1 dan 

penghargaan o lahraga; 
b. penyiapan koordinasi d8J1 sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

kemilraan dan penghargaan olnhraga; 
c. penyiapan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang 

kemitraan dan pengha.tgaan olahraga; 
d. penyfopan pcmbctian bimbingan teknis dan s upervisi di bidang keatitraan 

dan penghargaan olahraga; 
e. pemantauan, a.nallsis, cvaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di 

bidang kemitraan dan penghargaan o lahrago.; dan 
r. pclaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkalt dengan 

tugas dan fungsinya, 

Bagian Kelima 
Bidang Peningkatan Prcstasi Olahraga 

Pasal 21 

( l} Bidang Peningkat.an Prestasi Olahraga mcmpunyai tugas menyiapkan rumu san 
kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembang.an. 
monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan prestasi otahraga. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (I), Bidang 
Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai rungsi : 
a. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga 

keolahragaan , promosi olahragi\ dan olahraga prestasi serta standarisasi 
dan infrastruktur olahraga; 

b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan d i bidang 
pembibitan , IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi o lahragadan olahraga 
prestasi serta standarisasi dan fnfrastn.1ktur olahraga; 

c . penyusu nan nonna, standar, proscdur dan kriteria dli bidang pembibitan, 
JPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi 
scrta standarisasi dan inCra.struktur oJahraga; 

d. pement.auan, anaJisis, evaluasi dan pelaporan di bid9Jlg pembibitan, lPTEK, 
dan tenaga kcolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta 
standarisasi dan infraslnlktu r olahraga; 

e. pemberian b imbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK, 
da.n tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta 
standarisasi dan infrastruktur olahraga; 

r. pelaksanaan evaluasi dan pclaporan di bidan_g pcmbibitan, 1.PTEK dan 
tenaga keolahragaan , promosi olahraga dan olabraga prestasi serta 
standarisasi dan infrastruktur olahraga; 

g. pelaksanaan administrasi bidang pcningkatan presiasi ola hraga; da.n 
h . pelak$9.0aan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkalt dengan 

tugas dan fungsinya. 
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Pasal22 

(1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari : 
a. Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan; 
b. Scksi Promosi Olahraga clan Olah raga Prestasi; dan 
c. Seksi Standarisasi dan lnfrastruktur Olahraga. 

(2) Scksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
berada clibawah dan bcrtanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

Pasal 23 

(1) Scksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 ayat (I) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan rumusan 
kebijakan, koordinasi, bimbingan tekn.is, pembinaan dan pengembangan, 
monitoring, cvaluasi dan pelaporan bidang peningkatan prestasi olahraga 
lingkup urusan pembibitan, IPTEK dan tcnaga keolahragaan . 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Seksi 
Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan mempunyai fungsi ; 
a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan, fPTEK, dan 

tenaga keolahragaan; 
b. penyiapan koordinasi dan s inkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

pemblbitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan; 
c. penyiapan penyusunan norma, standar. prosedur dan kriteria di bidang 

pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan; 
d. penyiapan pembcrian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, 

IPTEK dan tenaga keolahragaan; 
e. pemantauan , aoallsis, evaluasi dan pela.poran pelaksa.naan kebijakan di 

bidang pembibitan, I PTEK dan tcnaga keolahragaan; dan 
r. pelaksanaan rungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bldang terkrut dengan 

tugas dan fungsinya. 

Pasal 24 

(l) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi sebagaimana climaksud dalam 
Pasal 22 aya t (I ) huru[ b, mempunyai tu gas menyiapkan rumusan kebijakan, 
koordinasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, monitoring, 
evaluasi dan peJaporo.n bldang peningkatnn presta..si olahraga ling.kup u.rusa.n 
promosi olahraga dan olahraga prestasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {I), Seksi 
Promosi Olahraga dan OJahraga Prestasi mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. penyiapan perumusan kebijakan rasilitasi di bidang promosi olahraga dan 

olahraga prcs tasi: 
b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

promosi olahraga dan olahraga prestasi; 
c. penyiapan penyusunan norma, standar, ptOseclur dan kriteria di bidang 

promosi olahraga <fan olahraga prestasi; 
d. peny iapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi 

o1ahraga dan olahraga prestasi: 
e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaa.n kebijakan di 

bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi~ dan 
r. pelaksanaan rungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

rugas dan ru ngsinya. 
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Pasa125 

(I} Seksi Standarisasi dan lnfrastruktur Olahraga sebagaimana diroaksud dalnm 
Pasal 22 ayat ( LI hurur c, mcmpunyai tugas menyiapkan rumusan kebij akan, 
koordinasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan b idang peningkatan prestasi olahraga lingkup urusan 
standarisasl dan infrastruktur oJahraga. 

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (I}, Seksi 
Standarisas i dan lnfrastruktur Olahraga mempunyai fungsi : 
a . penyiapan perumusan kebijakan rasilitasi di bidang standarisasi dan 

infrastru ktur olahraga; 
b. penyiapan koordinasi dan si.nkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

standarisasl dan infrastruktur olahraga; 
c. penyiapan penyusunan nonna, standar, prosedur dan kriteria dj bLdang 

standarisasi dan infrastruktur olahraga; 
d . penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi 

dan infrastruktur olahraga; 
e . pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di 

b idang standarisasi dan infrastruktur olahraga; dan 
f. pelaksanaan rungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fung$inya, 

BABY 
UNIT PE:LAKSANA TEKNIS 

Pnsal 26 

( I} Pada Oinas Pemuda dan Olahraga Tipe B dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis 
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas. 

(2) Pembcntukan Unit Pelaksana Teknis sebagalmana dimaksud pada ayal (l}, 
dltetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada 
peraturan perundang-u ndangan. 

BAB VI 
KEJ..OMPOK JABATAN FUNOSJONAL 

Pasal 27 

(l} Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 
Jabatan F'u ngsiona l yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dcngan 
bidang keahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan l"ungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( l}, dipimpin 
oleh seorang tcnaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung ja wab 
kepada Kepala Dinas. 

(3) Jumlah Jabatan F'ungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (11, ditentukan 
berdasarkan kebutuhan clan beban kerja. 

(4} Jenis Jabatan F'ungsional sebagaimana d(maksud pad a ayat ( I), d!tetapkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. 

BAB VII 
KEPEOAWAIAN 

Pasal 28 

Kepala Dinas, Sekretaris, J<epala Bidang, Kepala S u b Bagian, Kepala Scksi, Kepala 
Unil Pelal<sana Teknis dan jabatan fungsional, diangkat dan diberhcntikan oleh 
Bupati sesuai peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 29 

(I) Kepala Dinas merupal<an jabatan eselon Jib atau jabatan pirnpinan tinggi 
pratama. 

(;) Sekretari~ merupakan jabatan eselon Ula atau jabatan administrator. 
((41

1 

~epala Bidang m~rupakan jabatan eselon lllb atau jabatan admin(strator . 
. cpala Sub Bag,an dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon !Va atau 
Jabatan pengawas. 

BAB VJJI 
TATA KERJA DAN LAPORAN 

Bagian Kesatu 
TataKerja 
Pasal 30 

(I) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural dan 
Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integ:rasi dan 
sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing•masing unit maupun antar satuan 
kerja yang la.in sesua.i dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Setiap pimpinan unit kerja di Dinas Pemuda dan Olahraga waji b memimpin, 
membina, mengawasi, mengendalfkan, mengarahkan dan mengevaluasi serta 
memberi petunjuk kerja kepada bawahannya. 

(3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat struktural di Dinas Pemuda dan Olahraga 
wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dalam unit kerja masing­
masing dan mengambil langkab-langkah yang diperlukan untuk penyelesa.ian 
masalah sesuai dengan peraturan perundang•undangan. 

Bagian Kedua 
Laporan 
Pasal 31 

{I) Kepala Dinas wajib menyampa.ikan laporan pela.ksanaan tugasnya secara 
periodik maupun sewaktu•waktu dan memberikan penje.tasa.n teknis atau 
keterangan kepada Bupati perihal kebijakan yang ditetapkan. 

(2) Setiap pimpinan unit kerja di Dinas Pemuda dan Olahraga waj;b mematuhi 
kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampa.ikan laporan pelaksanaan 
tugas balk secara periodik maupun sewaktu~waktu serta memberikan 
penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing•masing sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

(3) Setiap pimpinan unit kerja di Dinas Pemuda dan Olahraga wajib mengolah 
laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan 
evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Bupati 
guna perumusan kcbijakan lcbih lanjut. 

BABIX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 32 

Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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BABX 
PENUTUP 

Pasal 33 

Hal-haJ yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut olch Bupati. 

Pasal 34 

Peraturan Bupati inf mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraro ran 
Bupati ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lcbong. 

Diundangkan di Curup 
Pada tanggal 11 /;rc1"I 2018 

. ' 

~ .. -•.. 
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• 

SDAERAH 
ANG LEBONG, 

H. R. A. DENNI 

Ditetapkan di Curup I 
Pada tanggal JI M-,.,, 2018 

BUPATI RE.JANG LEBONG, 

•. - -
t,---- - - ,,., 
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SERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2018 NOMOR '/{J 
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